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Zakat for Infrastructure: A Contextual Analysis of Verse 60 of Surah Al-Taubah in the 
Commentaries of Al-Qurtubi and Al-Razi 
 
Abstract. This study investigates the discourse around the allocation of zakat funds for the 
enhancement of public infrastructure, including educational institutions, healthcare facilities, and 
transportation networks, which stems from divergent interpretations of the term fi sabilillah in the 
Quranic verse. “Surah At-Taubah, verse 60. Al-Qurtubi understood the phrase as strictly pertaining to 
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jihad, whilst al-Razi had a broader interpretation encompassing diverse sorts of public welfare. This 
study aims to examine the divergent perspectives of the two commentators and evaluate the legitimacy 
of utilizing zakat monies for infrastructure in accordance with the principle of maqasid al-shariah. This 
study employs a qualitative methodology utilizing a literature review approach to assess the writings 
of both commentators descriptively and comparably. The findings indicate that al-Qurtubi restricts 
the application of zakat to physical jihad, but al-Razi offers a more expansive view for the public good. 
Utilizing the maqasid al-shariah framework, infrastructure development may be classified as fi 
sabilillah, provided it adheres to the principle of benefit and aligns with sharia regulations. This 
research affirms that the comprehension of zakat can be adapted to contemporary exigencies. 
 
Keywoards: Zakat, Infrastruktur, Al-Qurtubi, Al-Razi, Maqasid Al-Shariah 
 
Abstrak. Penelitian ini meneliti wacana seputar alokasi dana zakat untuk peningkatan infrastruktur 
publik, termasuk lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan jaringan transportasi, yang berakar dari 
interpretasi yang berbeda terhadap istilah fi sabilillah dalam ayat Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 60. 
Al-Qurtubi memahami frasa tersebut secara ketat berkaitan dengan jihad, sedangkan al-Razi memiliki 
interpretasi yang lebih luas yang mencakup berbagai macam kesejahteraan publik. Studi ini bertujuan 
untuk meneliti perspektif yang berbeda dari kedua komentator tersebut dan mengevaluasi legitimasi 
penggunaan dana zakat untuk infrastruktur sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah. Studi ini 
menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka untuk menilai tulisan kedua 
komentator secara deskriptif dan komparatif. Temuan menunjukkan bahwa al-Qurtubi membatasi 
penerapan zakat pada jihad fisik, tetapi al-Razi menawarkan pandangan yang lebih luas untuk 
kepentingan umum. Dengan menggunakan kerangka maqasid al-shariah, pembangunan infrastruktur 
dapat diklasifikasikan sebagai fi sabilillah, asalkan berpegang pada prinsip kemanfaatan dan selaras 
dengan peraturan syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman tentang zakat dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer. 
 
Kata Kunci: Zakat, Infrastruktur, Al-Qurtubi, Al-Razi, Maqasid Al-Shariah 

 
 
 
PENDAHULUAN 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang fundamental dan sangat penting 
dalam kehidupan umat Islam. Secara teologis, zakat merupakan manifestasi ketaatan 
dan rasa syukur kepada Allah Swt, dan secara sosial-ekonomi, zakat berfungsi sebagai 
mekanisme untuk distribusi kekayaan yang adil. Zakat membersihkan kekayaan 
seorang Muslim secara spiritual dan memfasilitasi pembagian kemakmuran yang 
merata sekaligus mengurangi kemiskinan di Masyarakat (Ningsih dkk., 2025) Oleh 
sebab itu, zakat tidak semata-mata ibadah individual, melainkan memiliki fungsi 
sosial yang kuat dalam memperkuat solidaritas dan kesejahteraan umat. 

Namun, di tengah perkembangan sosial dan ekonomi modern, muncul 
pertanyaan baru mengenai ruang lingkup pendayagunaan zakat. Salah satunya adalah 
kemungkinan penggunaan dana zakat untuk pembangunan infrastruktur publik 
seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, dan sarana transportasi. Infrastruktur 
merupakan kebutuhan mendasar masyarakat modern yang sangat mempengaruhi 
tingkat kesejahteraan. Tanpa infrastruktur yang memadai, akses terhadap 
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sulit berkembang secara merata. Karena itu, 
muncul gagasan bahwa pembangunan infrastruktur dapat dimasukkan dalam 
kategori Fi sabilillah, sebab keberadaannya mendukung kemaslahatan umat dan 
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tercapainya arah syariat Islam (maqasid al-shariah) seperti melindungi agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta (Karimullah, 2023). 

Perdebatan muncul ketika sebagian ulama menafsirkan Fi sabilillah secara 
sempit, terbatas pada konteks jihad militer, sementara sebagian lainnya memahami 
istilah ini secara lebih luas. Al-Qurtubi, dalam Al-Jami li Ahkam Al-Quran, 
menegaskan bahwa Fi sabilillah dikhususkan bagi para pejuang di jalan Allah (al-
ghuzat) dan tidak mencakup tujuan lain. Sebaliknya, dalam Mafatih al-Ghayb karya 
Fakhr al-Din al-Razi berpendapat bahwa segala sesuatu yang dilakukan di jalan 
kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah termasuk dalam kategori Fi sabilillah. 
Dengan demikian, tafsir al-Razi membuka peluang interpretasi baru bahwa zakat 
dapat dialokasikan untuk kepentingan yang bersifat sosial dan kemaslahatan umum 
(M. Kasim dkk., 2022). 

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya kecenderungan memperluas 
makna Fi sabilillah dalam konteks kontemporer. Misalnya, (Fikriah, 2023) 
membandingkan tafsir Fi sabilillah menurut al-Qurtubi dan al-Manar, menemukan 
bahwa penafsiran kontemporer cenderung lebih inklusif terhadap kegiatan sosial 
seperti pendidikan dan dakwah. Sementara itu, (Sutisna dkk., 2020) menganalisis 
perbedaan makna Fi sabilillah antara Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf al-
Qardhawi, dengan hasil bahwa tafsir modern memandang Fi sabilillah dapat meliputi 
seluruh kegiatan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian (Nasution, 
2021) juga menekankan pentingnya pendekatan maqasid al-shariah dalam 
mendistribusikan zakat agar sesuai dengan tujuan pemberdayaan umat, bukan 
sekadar bantuan konsumtif. 

Selain itu, (Zaenol Hasan, 2022) dan (Effendi & Nariah, 2023) menegaskan 
bahwa pemanfaatan zakat untuk infrastruktur publik dapat mendukung pencapaian 
Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam bidang pengentasan 
kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, (Monica & Abidah, 
2021) menyoroti pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli yang sama-
sama memperluas cakupan penerima zakat, termasuk proyek-proyek yang memberi 
manfaat luas bagi masyarakat. Dari beragam penelitian ini, terlihat bahwa arah 
pemikiran ulama dan akademisi modern semakin condong pada pendekatan 
kontekstual yang menempatkan zakat sebagai instrumen sosial yang dinamis. 

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam kajian tafsir klasik yang 
membahas secara mendalam hubungan antara makna Fi sabilillah dan praktik zakat 
di bidang pembangunan publik. Banyak penelitian terdahulu menitikberatkan pada 
aspek fikih dan ekonomi, tetapi belum banyak yang menelaah dasar tekstualnya dari 
perspektif tafsir klasik secara komparatif. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha 
mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara kritis Bagaimana pendapat al-Qurtubi 
dan al-Razi tentang Fi sabilillah dalam QS. Al-Taubah ayat 60, serta menelaah 
implikasinya terhadap pembiayaan infrastruktur publik melalui pendekatan maqasid 
al-shariah. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan analisis kontekstual interpretasi 
tematik, khususnya mengenai signifikansi teks Al-Quran dalam kaitannya dengan 
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isu-isu sosial-ekonomi modern. Temuan penelitian dapat memberikan panduan bagi 
lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat dalam mengidentifikasi proyek-proyek 
infrastruktur yang dapat dibiayai dengan tepat oleh zakat, sesuai dengan prinsip-
prinsip zakat tasarruf untuk mustahiq. Penelitian ini menggunakan metodologi yang 
mengintegrasikan analisis tafsir klasik dengan filsafat hukum Islam kontemporer 
untuk mengidentifikasi konvergensi antara ajaran syariah dan tuntutan era modern 
masyarakat. 

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi 
pustaka. Sumber data primer berasal dari dua kitab tafsir utama, karya al-Qurtubi 
yaitu Al-Jami li Ahkam al-Quran dan karya Fakhr al-Din al-Razi yaitu Mafatih al-
Ghayb. Sedangkan data sekunder meliputi kitab tafsir lain, literatur fikih zakat, fatwa 
kontemporer, serta jurnal akademik terkait zakat dan pembangunan infrastruktur. 
Data dianalisis secara deskriptif, analitis, dan komparatif untuk menemukan 
kesamaan dan perbedaan penafsiran serta relevansinya terhadap konteks sosial-
ekonomi modern (Anto dkk., 2024). Dengan demikian, penelitian ini berupaya 
menghadirkan pemahaman baru yang lebih aplikatif tentang peran zakat dalam 
mendukung pembangunan umat melalui proyek infrastruktur yang berorientasi pada 
kemaslahatan bersama. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Konsep Normatif Zakat dalam Al-Quran dan Hadis  

Zakat dalam ajaran Islam tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban fiskal 
individual, melainkan sebagai instrumen normatif yang memiliki fungsi sosial-
ekonomi yang strategis dalam menjaga keseimbangan distribusi kekayaan. Sejalan 
dengan pandangan (Zahira dkk., 2025), zakat berperan sebagai mekanisme struktural 
yang menghubungkan dimensi spiritual dengan keadilan sosial. Hal ini diperkuat 
oleh frekuensi penyebutan zakat dalam Al-Quran, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 
43, QS. Al-Taubah [9]: 103, dan QS. Al-Muzzammil [73]: 20, yang menunjukkan bahwa 
zakat tidak hanya memiliki dimensi ritual (ubudiyyah), tetapi juga dimensi sosial 
(ijtimaiyyah). Dalam konteks ini, penelitian (Alim, 2023) menegaskan bahwa zakat 
berfungsi sebagai jembatan antara ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat, sehingga berkontribusi pada terciptanya distribusi ekonomi 
yang lebih adil. 

Secara normatif, Konsep zakat dalam Al-Quran pada dasarnya didasarkan pada 
prinsip tazkiyah, yang merujuk pada penyucian jiwa dan kekayaan. QS. Al-Taubah 
[9]: 103 menekankan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan, 
menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memiliki dimensi materi, tetapi juga dimensi 
spiritual. Penemuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (A-Rahmaniy, 
2022) yang menggarisbawahi bahwa zakat memiliki tujuan etis dalam mengurangi 
karakteristik individualistis seperti keserakahan dan keegoisan. Lebih jauh lagi, 
hadits Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menggarisbawahi 
aspek etis ini dengan membingkai zakat sebagai mekanisme untuk mendorong 
kohesi masyarakat. Penelitian (Tafsiruddin, 2020) mengungkapkan bahwa tazkiyah 
merupakan esensi teologis zakat, yang menghubungkan dimensi vertikal (hablum 
min Allah) dan horizontal (hablum min al-nas). Oleh karena itu, zakat berfungsi baik 
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sebagai sarana transfer kekayaan maupun sebagai katalisator bagi perkembangan 
moral individu dan masyarakat.  

Dari sudut pandang penafsiran klasik, Al-Qurtubi mengkategorikan zakat 
sebagai jenis ibadah yang mencakup dua dimensi: taabbudiyyah (mandiri) dan 
ijtimaiyyah (sosial). Beliau menegaskan bahwa zakat melampaui sekadar kewajiban 
agama, berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan 
masyarakat (Rusdan, 2021). Pandangan ini mengungkapkan kecenderungan normatif 
yang memprioritaskan stabilitas sosial melalui distribusi ekonomi. Hal ini sejalan 
dengan penelitian (Jalili dkk., 2022) yang menyatakan bahwa tafsir klasik umumnya 
mempertahankan fungsi zakat yang menegaskan bahwa interpretasi tradisional 
biasanya menjunjung tinggi peran zakat sebagai mekanisme kontrol sosial untuk 
mengurangi kesenjangan ekonomi. Meskipun demikian, dibandingkan dengan 
metodologi modern, pandangan ini tampak preskriptif dan belum sepenuhnya 
mengembangkan aspek pemberdayaan berkelanjutan. 

Berbeda dengan Al-Qurtubi, Fakhr al-Razi mengembangkan pemahaman zakat 
yang lebih luas dengan menekankan aspek keadilan sosial (adl ijtimai). Dalam 
Mafatih al-Ghaib, ia memandang bahwa kekayaan pada hakikatnya merupakan 
amanah yang memiliki dimensi sosial, sehingga distribusinya harus diarahkan untuk 
kepentingan kolektif (Rezeki dkk., 2023). Pandangan ini diperkuat oleh penelitian 
(Fakhruddin dkk., 2024) yang menunjukkan bahwa al-Razi tidak hanya melihat zakat 
sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat 
kohesi sosial. Jika dibandingkan dengan Al-Qurtubi, terlihat adanya perbedaan 
orientasi, di mana al-Qurtubi lebih menekankan aspek normatif-legal, sedangkan al-
Razi mengarah pada pendekatan yang lebih substantif dan kontekstual. Perbedaan 
ini menunjukkan bahwa diskursus zakat dalam tafsir tidak bersifat tunggal, 
melainkan berkembang sesuai dengan kerangka metodologis masing-masing 
mufassir. 

Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip normatif zakat tersebut 
mengalami transformasi ke dalam sistem kelembagaan modern. Penelitian 
(Nasution, 2021) menunjukkan bahwa zakat tidak lagi dipahami sebatas kewajiban 
individual, tetapi telah berkembang menjadi instrumen pembangunan sosial yang 
berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini terlihat dalam 
praktik lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ yang mengimplementasikan 
program pemberdayaan, sehingga mustahiq berpotensi bertransformasi menjadi 
muzakki. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Jufri Jacob dkk., 2024) yang 
menyatakan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai paradigma ekonomi Islam yang 
inklusif dan berkelanjutan. Akibatnya, terdapat kesinambungan antara prinsip 
normatif dalam Al-Quran dan penerapannya secara praktis dalam lingkungan 
kontemporer. 

Studi ini menunjukkan bahwa zakat berfungsi baik sebagai solusi untuk 
kebutuhan materiil mendesak maupun sebagai alat untuk pembangunan sosial yang 
berkelanjutan. Penelitian oleh (Fazial dkk., 2025) menegaskan bahwa zakat memiliki 
fungsi penting dalam mendorong ketahanan sosial melalui pemberdayaan yang 
berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi ketidaksetaraan 
struktural dan mendorong hubungan ekonomi yang lebih inklusif. Zakat berfungsi 
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sebagai wahana stabilisasi sosial yang secara bersamaan menggabungkan dimensi 
spiritual, ekonomi, dan sosial. 

Agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik, strategi manajemen yang metodis 
dan berbasis data sangat penting. (Effendi & Nariah, 2023) menunjukkan bahwa 
manajemen zakat yang efisien memerlukan integrasi perencanaan, penilaian 
kebutuhan, dan evaluasi program. Dari sudut pandang ini, zakat dapat dianggap 
sebagai alat kebijakan publik yang memiliki validitas teologis dan signifikansi praktis. 
Zakat bukan hanya sekadar ibadah keagamaan; ia juga merupakan instrumen 
strategis untuk pembangunan sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan dan 
kesejahteraan sosial. 

 
B. Makna Fi Sabilillah dalam QS. Al-Taubah [9]: 60: Kajian Semantik dan 

Historis 
QS. Al-Taubah [9]: 60 merupakan landasan normatif utama dalam sistem 

distribusi zakat yang menetapkan delapan golongan penerima (asnaf al-zakah), salah 
satunya adalah fi sabilillah. Allah Swt. berfirman: 

اَ الصمدَقٰتُ للِْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيِْْ وَالْعٰمِلِيَْْ عَلَي ْهَا وَالْمُؤَلمفَةِ قُ لُوْبُُمُْ وَفِِ الر قَِابِ  ِِ السمِِ وَ اِنَّم ْْ ِِ الّٰ ِ وَا ِِيْ ََ  ْ يَْْ وَِِ ٰٰرِِِ ِِ  يْ الْ
ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  ِ  وَالّٰ  َِ الّٰ   ِِ  فَريِْضَةً 

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 
pengurus zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, 
orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk ibnu sabil, sebagai ketetapan 
dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Taubah [9]: 60). 

Ayat ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif karena menetapkan 
kerangka distribusi zakat yang bersifat final (faridah min Allah). Dalam konteks ini, 
kategori fi sabilillah menjadi salah satu aspek yang paling dinamis dalam diskursus 
fikih zakat, karena mengalami perkembangan makna seiring perubahan sosial 
(Safwan Harun dkk., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan ayat tidak 
bersifat statis, melainkan terbuka terhadap reinterpretasi kontekstual. 

Secara semantik, istilah fi sabilillah terdiri dari kata fi (di/untuk), sabil (jalan), 
dan Allah, yang secara literal berarti “di jalan Allah”. Dalam tradisi fikih klasik, 
sebagaimana pandangan Ibn Hazm dan Imam al-Shafii, istilah ini dibatasi pada jihad 
fisik, khususnya bagi mujahidin yang tidak memperoleh gaji dari negara (Monica & 
Abidah, 2021). Pendekatan ini mencerminkan paradigma tekstual yang berorientasi 
pada makna literal. Namun, jika dibandingkan dengan kajian kontemporer, 
pemaknaan tersebut dinilai kurang responsif terhadap kompleksitas kebutuhan sosial 
modern, sehingga mendorong munculnya pendekatan interpretatif yang lebih luas. 

Perluasan makna fi sabilillah dapat ditelusuri melalui penggunaan istilah 
tersebut dalam ayat lain, seperti QS. Al-Baqarah [2]: 261: 

 َُ   ِِ ْ كُ ِِ َِ نَاِْ ََ ِْعَ  ََ َِ تَتْ  ِِ حَمِةٍ انَْْۢ ِِ الّٰ ِ كَمَثَ ِِيْ ََ  ْ وَالََمُْ ِِ ِْ َِ يُ نْفِقُوْنَ اَ ُِ المذِيْ ثَ ِِ ائَةُ حَمِةٍ  َِ ُِ لَةٍ 
ِْ  نْْۢ ُ يُضٰعِفُ لِمَ وَالّٰ 

عٌ عَلِيْمٌ  َِ ُ وَا  وَالّٰ 
 يمشَاۤءُ 
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“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah 
seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji…”. 
(QS. Al-Baqarah [2]: 261). 

Ayat ini menunjukkan bahwa fi sabilillah tidak terbatas pada jihad fisik, tetapi 
juga mencakup aktivitas sosial-ekonomi berupa infak yang berdampak luas. 
Penelitian (Nafan, 2023) menegaskan bahwa makna “di jalan Allah” dalam Al-Quran 
bersifat luas dan mencakup seluruh bentuk pengorbanan untuk menegakkan nilai-
nilai ilahi. Dengan demikian, analisis semantik menunjukkan bahwa pembatasan 
makna secara sempit tidak sepenuhnya mencerminkan keluasan penggunaan istilah 
tersebut dalam Al-Quran. 

Dalam tafsir klasik, Ibn Katsir memang cenderung mempertahankan makna 
jihad sebagai inti fi sabilillah, namun ia tidak sepenuhnya menutup kemungkinan 
perluasan makna selama masih berada dalam kerangka penegakan agama. Hal ini 
menunjukkan adanya fleksibilitas terbatas dalam tradisi klasik. Sementara itu, al-
Maraghi secara lebih eksplisit mengembangkan interpretasi kontekstual dengan 
memasukkan aktivitas seperti pendidikan, dakwah, dan pembangunan sosial sebagai 
bagian dari fi sabilillah (Hidayanti dkk., 2023). Penelitian (Fattah, 2024) menunjukkan 
bahwa pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari paradigma militeristik menuju 
paradigma sosial-fungsional yang sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah”. 

Selain itu, legitimasi teologis terhadap perluasan makna ini juga dapat 
ditemukan dalam QS. Al-Hajj [22]: 78: 

ِٰىكُمْ  هُوَ  ۗ  ٖ  وَجَاهِدُوْا فِِ الّٰ ِ حَقم جِهَادِه َِ  وََِا اجْتَ  ِِ  فِِ  عَلَيْكُمْ  جَعَ يْ ِْ  الدِ    جٍ  حَرَ  ِِ
“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dia telah 

memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama…”. (QS. Al-Hajj 
[22]: 78). 

Ayat ini menunjukkan bahwa jihad dalam “jalan Allah” memiliki makna yang 
luas, mencakup berbagai bentuk perjuangan, baik fisik, intelektual, maupun sosial. 
Penelitian (Royyani & Kumalasari, 2020) menegaskan bahwa konsep ini bersifat 
multidimensional, sehingga relevan untuk dijadikan dasar perluasan makna fi 
sabilillah dalam konteks modern. 

Dalam perkembangan fikih kontemporer, perluasan makna ini semakin 
diperkuat oleh meningkatnya kompleksitas persoalan sosial. Penelitian (Fikriah, 
2023) menunjukkan bahwa ulama modern mulai memasukkan program 
pemberdayaan ekonomi, bantuan kemanusiaan, dan penguatan pendidikan ke dalam 
kategori fi sabilillah. Jika dibandingkan dengan pendekatan klasik, terlihat adanya 
pergeseran dari paradigma normatif-literal menuju kontekstual-aplikatif. 

Secara teoretis, transformasi ini dapat dijelaskan melalui kerangka maqasid al-
syariah, khususnya prinsip tahqiq al-maslahah dan raf al-haraj. Penelitian (Hamran & 
Sudirman, 2024) menunjukkan bahwa integrasi nilai fi sabilillah dalam program sosial 
seperti pendidikan dan penanggulangan bencana mampu meningkatkan dampak 
zakat secara signifikan. Dengan demikian, fi sabilillah tidak hanya menjadi kategori 
normatif dalam teks, tetapi juga berkembang menjadi instrumen operasional yang 
adaptif dan strategis. 
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Makna fi sabilillah mengalami transformasi dari pemaknaan sempit menuju 
pemaknaan yang lebih luas dan kontekstual. Perubahan ini menunjukkan adanya 
dialektika antara teks dan konteks dalam memahami ajaran Islam, sehingga konsep 
fi sabilillah tetap relevan dalam menjawab tantangan sosial modern tanpa kehilangan 
landasan teologisnya. 
 
C. Penafsiran al-Qurtubi dan al-Razi terhadap Konsep Fi Sabilillah: Antara 

Tekstualitas dan Kontekstualitas 
Penafsiran terhadap konsep fi sabilillah dalam QS. Al-Taubah [9]: 60 tidak dapat 

dilepaskan dari perbedaan metodologis para mufassir, khususnya antara al-Qurtubi 
dan Fakhr al-Din al-Razi. Perbedaan ini tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga 
mencerminkan paradigma epistemologis dalam memahami teks Al-Quran, yakni 
antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Dalam hal ini, analisis komparatif 
menjadi penting untuk menilai implikasi masing-masing pendekatan terhadap 
praktik distribusi zakat. 

Al-Qurtubi, dalam al-Jami li Ahkam Al-Quran, menafsirkan fi sabilillah secara 
spesifik sebagai kelompok mujahidin yang berperang di jalan Allah tanpa 
memperoleh gaji dari negara. Ia menyatakan: “wa al-murad bi qawlihi fi sabilillah al-
ghuzat alladzina la ataa lahum fi al-diwan”, yang menunjukkan pembatasan makna 
pada konteks jihad fisik. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan tafsir 
berbasis taqlid al-nass, yaitu penekanan pada makna literal teks tanpa perluasan 
kontekstual. Penelitian (Rifaldi & Hadi, 2021) menunjukkan bahwa penafsiran ini juga 
dipengaruhi oleh kondisi historis Andalusia pada masa al-Qurtubi, di mana jihad 
militer menjadi bagian penting dalam menjaga eksistensi umat Islam. 

Dalam kerangka pemikiran al-Qurtubi, zakat kepada mujahidin diposisikan 
sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan keagamaan. Ia bahkan 
menegaskan bahwa seorang pejuang tetap berhak menerima zakat meskipun secara 
ekonomi tergolong mampu, karena yang menjadi pertimbangan adalah fungsi 
sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi penafsiran al-Qurtubi tidak semata-
mata bersifat individual, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan kolektif dalam 
kerangka hukum Islam. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hannani dkk., 2023) 
yang menyatakan bahwa tafsir klasik cenderung mempertahankan batas normatif 
guna menjaga otoritas syariat dan menghindari penyimpangan makna. 

Namun, jika dibandingkan dengan pendekatan Fakhr al-Din al-Razi, terlihat 
adanya perbedaan yang cukup mendasar. Dalam Mafatih al-Ghayb, al-Razi tidak 
membatasi fi sabilillah pada jihad fisik, melainkan memperluasnya ke seluruh 
aktivitas yang bernilai qurbah ila Allah, yaitu segala bentuk usaha yang mendekatkan 
diri kepada Allah dan membawa kemaslahatan bagi umat. Pendekatan ini 
mencerminkan metode tafsir bi al-rayi yang memberikan ruang bagi analisis rasional 
dan kontekstual. Penelitian (Alam Tarlam, 2023) menegaskan bahwa tafsir al-Razi 
bersifat inklusif dan membuka peluang bagi berbagai bentuk aktivitas sosial seperti 
pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi untuk masuk dalam kategori fi 
sabilillah. 

Perbedaan ini menunjukkan adanya dua paradigma utama dalam tafsir, yaitu 
tekstual (al-Qurtubi) dan kontekstual (al-Razi). Penelitian (Rachmawati dkk., 2025) 
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menegaskan bahwa perbedaan metodologi ini berimplikasi langsung terhadap 
praktik distribusi zakat. Dalam pendekatan tekstual, distribusi zakat cenderung 
terbatas dan spesifik, sedangkan dalam pendekatan kontekstual, distribusi menjadi 
lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Pemikiran al-Razi dapat dianalisis melalui kerangka maqasid al-syariah, yang 
menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek dasar kehidupan 
(al-daruriyyat al-khams). Dalam perspektif ini, fi sabilillah tidak hanya dipahami 
secara legal-formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial 
dan kesejahteraan kolektif. Penelitian (Meerangani dkk., 2022) menunjukkan bahwa 
pendekatan maqasidi lebih relevan dalam merespons perubahan sosial karena 
berorientasi pada tujuan, bukan sekadar teks. Jika dibandingkan dengan al-Qurtubi, 
pendekatan al-Razi memberikan ruang yang lebih luas bagi ijtihad dalam 
menentukan bentuk distribusi zakat yang sesuai dengan konteks zaman. 

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa perbedaan antara al-Qurtubi dan 
al-Razi bukanlah kontradiksi, melainkan representasi dari spektrum metodologis 
dalam tafsir Islam. Al-Qurtubi menekankan pentingnya menjaga batas-batas 
normatif teks agar tidak terjadi penyimpangan, sementara al-Razi menekankan 
fleksibilitas interpretasi untuk menjaga relevansi syariat. Penelitian (Sutisna dkk., 
2020) menunjukkan bahwa pendekatan al-Razi lebih aplikatif dalam konteks modern, 
terutama dalam menjawab kebutuhan pembangunan sosial dan ekonomi. 

Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut dapat diposisikan secara 
komplementer. Pendekatan al-Qurtubi memberikan landasan normatif yang kuat 
sebagai batasan hukum, sedangkan pendekatan al-Razi menyediakan kerangka 
konseptual yang adaptif. Integrasi keduanya memungkinkan konsep fi sabilillah tidak 
hanya tetap otentik secara teologis, tetapi juga relevan secara praktis. Hal ini 
diperkuat oleh penelitian (Jiffry, 2024) yang menyatakan bahwa dinamika tafsir 
merupakan bentuk interaksi berkelanjutan antara teks wahyu dan realitas sosial. 

Perbedaan penafsiran terhadap fi sabilillah mencerminkan dialektika antara 
teks dan konteks dalam tradisi tafsir Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang 
komprehensif terhadap konsep ini memerlukan pendekatan integratif yang tidak 
hanya berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan realitas sosial 
yang melingkupinya. 

 
D. Penerapan Maqasid al-Syariah dalam Penggunaan Zakat untuk 

Pembangunan Infrastruktur 
Konsep maqasid al-syariah sebagaimana dirumuskan oleh al-Shatibi dalam al-

Muwafaqat merupakan kerangka teoretis yang fundamental dalam memahami tujuan 
hukum Islam. Ia menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk 
menjaga lima aspek pokok kehidupan (al-daruriyyat al-khams), yaitu: hifz al-din 
(agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-mal 
(harta). Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur publik seperti fasilitas 
kesehatan, pendidikan, transportasi, dan layanan air bersih dapat dipahami sebagai 
implementasi konkret dari prinsip-prinsip tersebut, karena berkontribusi langsung 
terhadap perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan 
demikian, penggunaan dana zakat untuk pembangunan infrastruktur tidak dapat 
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dilihat semata sebagai inovasi modern, tetapi sebagai manifestasi dari tujuan syariat 
itu sendiri. 

Legitimasi normatif terhadap upaya tersebut dapat ditemukan dalam QS. Al-
Maidah [5]: 2: 

ثِْْ وَالْعُدْوَانِۖ   وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِ  وَالت مقْوٰىۖ وَلََ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الَِْ
“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. 
Ayat ini menegaskan bahwa setiap aktivitas yang berorientasi pada 

kemaslahatan kolektif memiliki legitimasi dalam Islam. Penelitian (Nurhidayah 
Nurhidayah dkk., 2025) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berbasis 
zakat dapat dikategorikan sebagai bentuk taawun ala al-birr, karena bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, penggunaan 
zakat untuk fasilitas publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selama 
berorientasi pada kemaslahatan. 

Dalam kerangka ushul fikih, konsep maslahah mursalah menjadi landasan 
penting dalam memahami fleksibilitas hukum Islam. Al-Qurtubi menegaskan bahwa 
setiap hal yang mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan termasuk 
dalam tujuan syariat, sebagaimana pernyataannya: “fa kullu ma tadammana tahsila 
shayin min hadhihi al-umur fahuwa maslahah…”. Pandangan ini menunjukkan bahwa 
aspek kemanfaatan memiliki posisi sentral dalam penetapan hukum. Penelitian 
(Murtadho dkk., 2025) menguatkan bahwa baik al-Qurtubi maupun Fakhr al-Razi 
sama-sama memandang zakat sebagai instrumen sosial yang berfungsi memperkuat 
kesejahteraan umat. Namun, jika dibandingkan, al-Qurtubi cenderung berhati-hati 
dalam perluasan makna, sementara al-Razi lebih terbuka terhadap integrasi fungsi 
sosial zakat dalam berbagai sektor kehidupan. 

Dalam praktik kontemporer, implementasi prinsip maqasid al-syariah dalam 
pengelolaan zakat telah diadopsi oleh berbagai lembaga seperti BAZNAS dan LAZ. 
Alokasi dana zakat tidak lagi terbatas pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan 
pada pembangunan infrastruktur sosial seperti sistem air bersih, fasilitas pendidikan, 
dan sarana ibadah. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Hajj [22]: 41: 

َِ اِنْ مِكمنٰ هُمْ فِِ الََْ  ِِ الْمُنْكَرِ  الَمذِيْ رُوْا بِِلْمَعْرُوْفِ وَنََوَْا عَ َِ ُِوا الصملٰوةَ وَاٰتَ وُا الزمكٰوةَ وَاَ  رْضِ اقََا
“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka mendirikan 

shalat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang maruf dan mencegah dari yang 
mungkar”. 

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi sosial yang erat kaitannya 
dengan pembangunan masyarakat. Penelitian (Toni, 2020) menegaskan bahwa 
pengelolaan zakat dalam konteks modern tidak hanya berfungsi sebagai ibadah 
individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang terintegrasi. 

Penggunaan zakat untuk pembangunan infrastruktur menunjukkan adanya 
pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif menuju pendekatan produktif. 
Penelitian (Hafandi & Helmy, 2021) menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi 
sebagai instrumen keuangan yang mendorong keadilan ekonomi dan pembangunan 
berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada 
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bantuan langsung, pendekatan ini lebih efektif dalam menciptakan dampak jangka 
panjang karena mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. 

Untuk memperjelas keterkaitan antara maqasid al-syariah dan pembangunan 
infrastruktur berbasis zakat, berikut disajikan tabel relevansi: 

Tabel 1. Relevansi Maqasid al-syaiah dengan Pembangunan infrastruktur Berbasis zakat 

Aspek 
Maqasid al-

Syariah 

Jenis 
Infrastruktur 

Publik 

Tujuan dan Dampak 
Kemaslahatan 

Dalil 

Hifz al-din 
(Menjaga 
agama) 

Pembangunan 
masjid dan 
madrasah 

Menyediakan ruang 
ibadah dan pendidikan 
agama bagi umat 

QS. Al-Taubah [9]: 18; “Yang 
memakmurkan masjid 
Allah hanyalah orang-orang 
yang beriman”. 

Hifz al-nafs 
(Menjaga 
jiwa) 

Rumah sakit, 
puskesmas, 
layanan air bersih 

Menjamin kesehatan 
dan keselamatan 
masyarakat 

QS. Al-Maidah [5]: 32; 
“Barang siapa memelihara 
kehidupan satu jiwa, seolah 
ia memelihara seluruh 
manusia”. 

Hifz al-aql 
(Menjaga 
akal) 

Sekolah, 
perpustakaan, 
pelatihan 
keterampilan 

Meningkatkan kualitas 
intelektual dan moral 
masyarakat 

QS. Al-Mujadalah [58]: 11; 
“Allah akan meninggikan 
orang-orang berilmu 
beberapa derajat”. 

Hifz al-nasl 
(Menjaga 
keturunan) 

Fasilitas sosial, 
panti asuhan 

Menjamin 
keberlangsungan dan 
kesejahteraan generasi 
mendatang 

QS. Al-Furqan [25]: 74; “Ya 
Tuhan kami, 
anugerahkanlah kepada 
kami pasangan dan 
keturunan yang 
menyejukkan hati”. 

Hifz al-mal 
(Menjaga 
harta) 

Jalan, jembatan, 
pasar, sarana 
ekonomi umat 

Mempermudah 
aktivitas ekonomi dan 
distribusi barang 

QS. Al-Baqarah [2]: 267; 
“Infakkanlah sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-
baik”. 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap dimensi maqasid memiliki relevansi 
langsung dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat. Penelitian (Zaenol Hasan, 
2022) menegaskan bahwa integrasi antara konsep maqasid dan pembangunan 
infrastruktur memberikan legitimasi normatif terhadap penggunaan zakat dalam 
sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berdimensi 
material, tetapi juga spiritual dan sosial. 

Selain itu, penelitian (Fitri & Mardianto, 2022) menunjukkan bahwa 
pembangunan infrastruktur berbasis zakat memiliki dampak multidimensional, 
karena tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat 
aspek sosial dan keagamaan masyarakat. Jika dibandingkan dengan pendekatan 
konsumtif, pendekatan ini lebih berkelanjutan karena mampu menciptakan efek 
jangka panjang dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Bahwasannya penggunaan zakat untuk pembangunan infrastruktur merupakan 
bentuk aktualisasi dari prinsip maqasid al-syariah. Pendekatan ini menunjukkan 
bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi 
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juga sebagai strategi pembangunan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan 
umum (tahqiq al-maslahah al-kulliyyah). Dengan demikian, integrasi antara zakat 
dan pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga 
relevansi praktis dalam menjawab tantangan sosial kontemporer. 

 
E. Relevansi dan Implikasi Kontemporer Konsep Fi Sabilillah terhadap 

Pengelolaan Zakat Modern 
Perkembangan makna fi sabilillah dalam diskursus Islam menunjukkan adanya 

fleksibilitas normatif yang memungkinkan ajaran syariat tetap relevan dalam 
menghadapi perubahan zaman. Jika pada fase klasik istilah ini lebih banyak dipahami 
dalam konteks jihad fisik, maka dalam konteks kontemporer terjadi perluasan makna 
yang mencakup aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan. Transformasi ini tidak 
bersifat arbitrer, melainkan berlandaskan pada kerangka maqasid al-syariah, 
khususnya prinsip jalb al-maslahah (mewujudkan kemaslahatan) dan dar al-
mafsadah (mencegah kerusakan). Penelitian (Asegaf, 2020) menunjukkan bahwa 
reinterpretasi ini memungkinkan zakat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam 
pembangunan sosial, bukan sekadar praktik karitatif. 

Dalam konteks kelembagaan, implementasi konsep fi sabilillah dapat diamati 
pada praktik lembaga zakat modern seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan 
LAZISMU. Lembaga-lembaga tersebut mengalokasikan dana zakat untuk berbagai 
program pemberdayaan, seperti penyediaan air bersih, pendidikan gratis, bantuan 
usaha mikro, dan pembangunan fasilitas umum. Praktik ini menunjukkan adanya 
pergeseran dari pendekatan distribusi konsumtif menuju pendekatan produktif dan 
berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Hajj [22]: 77–78: 

جُدُوْا وَاعُِْدُوْا رَمْكُمْ وَافْ عَلُوا الَْْيَْْ لَعَلمكُمْ تُ فْلِحُوْنَ   َْ نُوا اركَْعُوْا وَا َِ َِ اٰ يَ ُّهَا المذِيْ وَجَاهِدُوْا فِِ الّٰ ِ حَقم ٧۝۝ ۩ يٰاٰ
  ۗ  ٖ  جِهَادِه

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, 
dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah 
dengan sebenar-benarnya jihad”. 

Ayat ini menegaskan bahwa jihad di jalan Allah tidak terbatas pada peperangan, 
tetapi mencakup seluruh bentuk kebaikan yang berdampak pada kemaslahatan 
masyarakat. Penelitian (Adelia Fitra Gustari & Nurhayati Nurhayati, 2023) 
menguatkan bahwa konsep jihad dalam ayat tersebut bersifat luas dan relevan untuk 
dijadikan dasar pengembangan program sosial berbasis zakat. 

Perluasan makna fi sabilillah juga berdampak pada kebijakan publik di negara-
negara Muslim modern. Di Indonesia, misalnya, pengelolaan zakat telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang memberikan legitimasi terhadap 
penggunaan zakat untuk kepentingan kesejahteraan umum. Penelitian (Mazroatus 
Saadah & Uswatun Hasanah, 2021) menunjukkan bahwa kebijakan ini mencerminkan 
integrasi antara nilai-nilai syariat dan sistem hukum negara. Jika dibandingkan 
dengan praktik klasik yang bersifat individual, pendekatan ini menunjukkan 
transformasi zakat menjadi sistem yang terorganisir dan berorientasi pada 
pembangunan nasional. 
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Dari perspektif sosial-ekonomi, reinterpretasi fi sabilillah memperkuat fungsi 
zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Penelitian (Solikhan, 2020) 
menunjukkan bahwa distribusi zakat yang diarahkan pada pengembangan 
keterampilan, pembiayaan usaha, dan pendidikan mampu meningkatkan 
kemandirian ekonomi mustahiq. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW: 

“Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima”. (HR. Bukhari 
dan Muslim). 

Hadis ini menegaskan bahwa tujuan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi 
juga transformasional, yaitu mengubah mustahiq menjadi individu yang mandiri dan 
produktif. Jika dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada 
bantuan jangka pendek, pendekatan pemberdayaan ini lebih efektif dalam 
menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. 

Dalam perspektif teoretis, pemikiran Fakhr al-Razi dan al-Maraghi memberikan 
legitimasi terhadap perluasan makna fi sabilillah dalam konteks modern. Keduanya 
menekankan bahwa aktivitas yang membawa kemaslahatan umum dapat 
dikategorikan sebagai bagian dari “jalan Allah”. Penelitian (Suud Sarim Karimullah, 
2025) menunjukkan bahwa pendekatan ini memungkinkan zakat berfungsi sebagai 
mekanisme distribusi kekayaan yang adil sekaligus sebagai instrumen pembangunan 
sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan tekstual yang lebih restriktif, 
pendekatan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi inovasi dalam pengelolaan 
zakat. 

Implikasi dari perluasan makna ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga 
teologis. Secara teologis, zakat tetap mempertahankan esensinya sebagai ibadah yang 
menghubungkan manusia dengan Allah. Namun, secara praktis, zakat berkembang 
menjadi instrumen kebijakan sosial yang mampu menjawab berbagai tantangan 
modern, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses 
pendidikan. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai jembatan antara nilai spiritual 
dan realitas sosial. 

Reinterpretasi konsep fi sabilillah memiliki implikasi signifikan terhadap 
pengelolaan zakat modern. Konsep ini tidak lagi terbatas pada konteks jihad fisik, 
tetapi berkembang menjadi kerangka multidimensional yang mencakup berbagai 
aktivitas kemaslahatan. Transformasi ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi 
besar sebagai instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, 
pengelolaan zakat di era modern perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang 
integratif, agar mampu mengoptimalkan perannya dalam menciptakan keadilan 
sosial dan kesejahteraan masyarakat. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, konsep fi sabilillah dalam QS. Al-Taubah [9]: 60 
menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi 
juga sebagai instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan 
masyarakat. Secara normatif, Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa zakat memiliki 
dimensi spiritual dan sosial melalui konsep tazkiyah, sehingga berperan dalam 
menyucikan harta sekaligus memperkuat solidaritas sosial umat. 
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Dalam kajian semantik dan historis, makna fi sabilillah tidak terbatas pada jihad 
fisik, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas sesuai dengan konteks ayat dalam Al-
Quran. Meskipun ulama klasik cenderung memaknainya secara sempit, 
perkembangan pemikiran kontemporer menunjukkan bahwa istilah ini dapat 
mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan menegakkan nilai-nilai kebaikan, seperti 
pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial. Hal ini menunjukkan adanya 
dinamika antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami ajaran 
Islam. 

Perbandingan antara penafsiran al-Qurtubi dan al-Razi menegaskan adanya dua 
pendekatan utama dalam tafsir, yaitu tekstual dan kontekstual. Al-Qurtubi 
menekankan pembatasan makna untuk menjaga ketepatan teks, sedangkan al-Razi 
memberikan ruang interpretasi yang lebih luas berdasarkan kemaslahatan. Kedua 
pendekatan ini saling melengkapi, karena menjaga keseimbangan antara keaslian 
teks dan relevansi dengan kondisi sosial yang terus berkembang. 

Dalam konteks modern, konsep fi sabilillah memiliki implikasi penting dalam 
pengelolaan zakat, terutama melalui pendekatan maqasid al-syariah. Zakat tidak 
hanya digunakan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk pembangunan 
infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, zakat dapat 
berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan, yang mampu 
menjawab tantangan kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat. 
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